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Film dokumenter merupakan jenis film yang berisi fakta untuk menceritakan peristiwa dan tokoh yang nyata
untuk berbagai kepentingan, seperti pendidikan dan penelitian. Sebagai produk yang bersifat informatif dan
kreatif, film dokumenter ini merupakan objek yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Namun, film
dokumenter juga dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta karena
sering menggunakan cuplikan milik orang lain yang dilindungi oleh hak cipta, seperti video, potret, karya
fotografi, dan objek lainnya. Penggunaan cuplikan tersebut berpotensi melanggar hak cipta milik orang lain
apabilaterdapat unsur komersialisasi dan merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Meskipun
demikian, terdapat doktrin pembatasan atau pengecualian yang dikenal dengan doktrin fair use dalam
hukum hak cipta. Fair use merupakan doktrin yang membatasi pelindungan hak cipta sehingga seseorang
dapat melaksanakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak ciptatanpaizin. Doktrin yang berasal dari
Amerika Serikat ini berpotensi menjadi mekanisme pelindungan bagi pembuat film dokumenter karena
memiliki pengaturan yang cukup memadai dan fleksibel. Fleksibilitas ini menjadi titik pembeda dalam
pengaturan fair use pada hukum hak cipta di Amerika Serikat, jika dibandingan dengan hukum hak cipta di
Indonesia. Maka dari itu, tulisan ini akan membahas mengenal pengaturan dan penerapan doktrin fair use di
antara kedua negara tersebut. Permasal ahan tersebut ditinjau dengan menggunakan metode yuridis normatif
dengan melihat pengaturan dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan topik tulisan ini. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan fair use di Amerika Serikat cenderung menguntungkan film
dokumenter karena menekankan pada unsur transformatif daripada unsur komersial yang mana hal ini
terbalik dengan pengaturan mengenai pembatasan hak cipta di Indonesia.

...... A documentary film is atype of movie that contains facts to portray real events and characters for
various purposes, such as education and research. As an informative and creative product, the documentary
film is an object protected by copyright law. However, documentary films can also cause problems related
to copyright infringement because they often use copyrighted footage, such as videos, portraits,
photographic works, and other objects. The use of such footage could potentially infringe on the others
copyrightsif thereis an element of commercialization and harm to the reasonabl e interests of the author.
However, thereis adoctrine of limitations or exceptions known as the doctrine of fair use in copyright law.
Fair use is adoctrine that limits copyright protection so that a person can exercise the exclusive rights of the
creator or copyright holder without permission. This doctrine originating from the United States has the
potential to be a protection mechanism for documentary filmmakers for using copyrighted footage because it
has adequate and flexible provisions. Thisflexibility isa point of difference in the regulation of fair usein
US copyright law, if compared to Indonesian copyright law. Therefore, this paper will discuss the regulation
and itsimplementation of the fair use doctrine between the two countries. The problem is reviewed using the
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normative juridical method by looking at laws, regulations, and doctrines related to the topic of this paper.
The results of this study indicate that the regulation of fair use in the United States tends to favor
documentary films because it emphasizes the transformative use element rather than the commercial element
which is contrary to provisions on copyright limitations in Indonesia.



